PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELLATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jin.H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 22687

KEPUTUSAN
BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : S70¢ 69 'DPMPF1SP-PS/PALDAY 2619

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL
KB PERMATA BUNDA
BUPATI PESISIR SELATAN
Memmbang ¢ A bahwa dalom rangka memberikan Lepastian hukom kepoda penyelengear

pendidikan formal dan informal dalom memberikon layanan pendidikan
kepada massyurakal perlu diterbitkan Tzin Operasional Penyelengguman
Pemilithken formal dan Infonnal;

b. bahwa penerbitan 1zin Operssionu) Penyelenggarsan Pendidikan Formal
den Intormal, schagaimanas dimaksud burut a. perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupal Pesisic Selatan:

Mengingat : 1 Unding-Undsng Nomor 12 Talun 1956 tentang Pembentukun Daerah
tonom  Kapupaten dalam Tongkungen Daeruh Provins: Sumatera Tengah
{ Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 1956 nomor 25) Jis undang-
undang Drt. Noror 21 Tehun 1957 (Lembaran Negars Republik Indonesin
Tuhun 1957), Undang-undang Nomor S8 Tishun 108, Tembohon Lembaran
Negara Republik Tndonesis Nomor 1633}

2. Undang  Undang Nomor 23 Tabun 2013 rentang Anggaran Pendapratan
dan Belonjn Negara Tahun Anggaran 2003 (Tembianm Negirn Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indusiests Nomur 5462 5;

3. Undiung-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintshen Themb (
Lembaran Negara Republik Tndunesin Tahum 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republk [ndonesia Nowmor 3587) sebagainana telah
heberepa kali dwbab terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 teatang Perubszhan Kedua Atas Undang-Undang Nemor 23 Tohun
2014 rentang Penserintahan Daerah ( Lemburun Negom Republik Indonesia
Tahun 201 S Nomor 58, Tambzhan Lembaran Negara Republik Tndonesia
Nomor 5679)

4. Peramwan Pemerintah Nomor 27 lahun 1990 tentang Pendidikan Pra
Sckolalh {Temburan Negara Republik Indonesin Tabun 1990 Nomor 35,
Tambuehin Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 341 1);

5 Peraturan Pemerintah Nomaor 19 Tahun 2005 tentang Stendar Nastonal
Pendidikan;

6. Persturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian [lrusan
Pemenniuh Daerah Provinsi, dan Penwrintah Kabupaten /' Kol



7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajor
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2008 Naomor 90, Tambabon
Fembaran Negora Republik Indoncsia Nomor 4863);

8, Peraturan Pemcrintah Nomor 17 “lahun 2010 tentang Peagelalaan dJan
Penyelenggaman  Pendidikan (Lombaran Negara Republik  Indonesin
Tuhun 2010 Nomor 23, Tambahan Tembaran Negura Republik Indonesia
Nomor 5103}, scbhagaimana leluh dwboh dengan Persturan Pemerintah
Nomer 66 Tshun 2010 leniang Perubshan atas Peraturan Pemerintah
Nomar 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan  Penyelengpuman
Pendidhikan (Lembaran Negars Republik Indonesia “Iohun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Neguca Republik Indonesia Nomor $15353;

9. Peraturan Menteni Penidikan dan Kebudayaan Republik Tndonesis Nomor
17 Tabun 2017 tentang Pencrimaan didik Baru pada Tnmen Kapak —
kanak. Sckolah Dasar. Sekolsh Menengah Pertama, Sckolah Menengish
Azas, Sckolah Menengih Kejuruan. atau Bentuk fain yaog salengut;

10, Peraturan Mentenn Pendidikan dan Kebmdayaun Republik  Indonesia
Nomor ¥4 Tahun 20141 teotang Pendinon Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini;

I . Tosieuksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 twniang Gerkun Nasional
Percepnten Penuntasan Wijib Belajar Pendidikan Dosar Sembilan Tabun
dan Pemberantasan Rala Aksura;

12. Peraturan Presiten Republik Indoncsia Nomot 27 Tahun 2009 tentang
Pelaynnen Terpadu Sawu Pintu di Ridang Pensniman Modai:

13. Kepumsan  Menteri Pendidibon Nastonal Nomor Q18UI997 tentang
Penwelengzaraon  Pendidikan pads Kelompok Bernmin dan Thamun
Pendid:kan Anak (TPA).

14, Keputusan  Mentevi Peadidikan Nasional Nomor 051:0.200] tentang
Pendidikan Asak Usan Ding

I5. Peraturan Menten Dalam Negeri Republik Indoncsiz Nomor 133 ‘Tshun
2017 tentung Penyelenggraan Pelayvanan Terpuadu Satu Pinty di Daerah

16, Pedaturan Bupat Perlurun Bupuh Pesisic Selatan Nomor 43 Tahun 2016
tentang Kedmivkan, Susunun Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi. Tats Kenu
dan Urgian Tugas Jabatan Strukiuml Dioss Penanoman Modal dan
Pelayvanan Perizinan Terpisdu Sufu Pintu;

I 7. Keputusan Bupati Pesisir Sclatan Nomor 370285 KPTSBPT-PS:200 7
lenting Penetapen Standar Operasional Prosedur Teliayanan Perianan dan
Non Perizinan Kepada Dinas Pensnaman Model don Pelayunun Penizinan
Terpadu Satu Pintu Kubupelen Pesisic Selatan:

I8. Perlunen  Bupui  Pesisic  Sclatan Nomor 7 Tahun 2017 (enlang
Pendelepasian Wewenang Pelayinun Perizinon (dun Non Perizinan Kepada
Dings Penanaman Modal dien Pelovannn Perizinan Terpadu Sa Pint
Kabupitlen Pesisir Selutan;



Memperhatikan

Meaetspkan

KESATU

KEDUA

KIPTIGA

Surat Rekomenidasi Kepula Dinas Pendidikan dan Kebudawaan Kabupaten
Pesisir Selatan Nomor @ 42171563 DPK-PAUDNLO2:2019, Tonggal 10 Me
2019,

MEMUTUSKAN

Memberbun  lein Operasional Penvelengearaan Pendidikan Formal dan
Intoemal Kepada:

Nama Lembaga KB PERMATA BINDA

Teonis kegiatan : KB [ Kelompok Benmiin )

Penyelenpzpnm i AMRAYADI

Alumat : Kampung Pondok Tamo Kenagarnan Kuha Tapen
Kecamatan Ranah Ampck Hulu Kabupaten Pesisir
Selutan

[zin Opcrasional  Penvelenggarian  Pendulikon  Formal dan  Infonmul
stbagaimana dimaksud diktum KESATI herdiku scjak Tanggal 13 Met 2019
sampat dengan 13 Me: 2022,

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentusn apabil
dikemmudian hari ternyata teedapat kekelinoan akon diperbaiks sebigaimnna
mestinyu,

Ditetapkan di: PAINAN
Poda tanggul ; 10 Mei 2019




